DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR . 163 TAHUN 1981

TENTANG
PEMBENTUKAN BP—7 DAERAH TINGKAT I SELURUH INDONESIA

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan pendidik-
an pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan
Pancasila, dan sebagai pelaksanaan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 1980 tentang
Organisasi dan Tatakerja Badan Pembinaan Pendidikan
. Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila Daerah Tingkat I perlu segera menetapkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan
BP—7 Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1974;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditam-
bah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62

Tahun 1980;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/
M Tahun 1978;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun
1977,
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Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun
1980;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun
1981.

1. Usul-usul para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
seluruh Indonesia tentang Pembentukan BP—7 Dae-
rah Tingkat I.

2. Hasil konsultasi dengan Kepala BP—7 Pusat dalam
suratnya Nomor R—22/BP—7/KA/IV/1981 tanggal
29 April 1981.

3. Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur
Negara dalam suratnya Nomor B—731/I/MENPAN/
7/81, tanggal 7 Juli 1981.

MEMUTUSKAN

Membentuk BP—7 Daerah Tingkat I di semua Propinsi
Daerah Tingkat I.

Kedudukan, tugas dan fungsi BP—7 Daerah Tingkat I
seperti tersebut pada diktum pertama diatur sesuai de-
ngan ketentuan-ketentuan di dalam Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 1980 dalam BAB I
Bagian Pertama Pasal 1, 2 dan 3.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja BP—7 Daerah Tingkat
I sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 239 Tahun 1980 masing-masing dalam
BAB I Bagian Kedua Pasal 4 sampai dengan Pasal 17
dan BAB III Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 berlaku
bagi BP—7 Daerah Tingkat I yang dibentuk tersebut
pada diktum pertama.

Bagan Susunan Organisasi BP—7 Daerah Tingkat I
tersebut pada diktum ketiga merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Sejak berlakunya Keputusan in, maka satuan-satuan
organisasi yang menangani tugas-tugas di bidang pem-
binaan pendidikan pelaksanaan pedoman penghayat-
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an dan pengamalan Pancasila dan ketentuan-ketentuan
lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan

tidak berlaku.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan di-
atur lebih lanjut.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 18 Juli 1981

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.

AMIRMACHMUD
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